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RINGKASAN 

PROSEDUR POSTING JURNAL TRANSAKSI SKPD DALAM PROSES 

PENYUSUNAN LRA PADA BIDANG AKUNTANSI BADAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH (BKAD) SITUBONDO, Ridho September Waluyo, NIM 

D42210509 Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Nevi 

Darmayanti, S.E (Pembimbing Lapang), dan Sugeng Hartanto, S.E., M.Akun 

(Dosen Pembimbing Magang).  

Laporan magang ini disusun untuk menjelaskan hasil dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan selama periode magang di Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo (BKAD). Pelaksanaan magang berlangsung selama 700 jam, 

yang setara dengan 4 bulan, dimulai dari tanggal 02 September 2024 hingga 31 

Desember 2024. Tujuan Khusus dari laporan ini adalah untuk mempraktikan 

prosedur posting jurnal transaksi SKPD dalam proses penyusunan LRA pada 

bidang akuntansi badan keuangan dan aset daerah (BKAD) Situbondo. 

BKAD Situbondo berfungsi sebagai pelaksana dalam urusan pemerintahan 

terkait keuangan dan aset daerah, dengan salah satu kegiatan utama yaitu 

pengelolaan keuangan. BKAD Kabupaten Situbondo memiliki 5 bidang 

diantaranya sekretariat, anggaran, aset, akuntansi, dan perbendaharaan. Pada bidang 

akuntansi memiliki tugas yaitu membantu kepala badan dalam melaksanakan 

perumusan sistem dan prosedur, kebijakan, pedoman teknis, dan pembinaan teknis 

pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah. Salah satu kegiatannya yaitu 

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Berdasarkan kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 61-62, laporan 

realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber 

daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembayaran. 

Sistem informasi perencanaan dan keuangan akrual (SIRKA) adalah suatu 

sistem yang digunakan untuk mewujudkan sistem dan tata laksana pemerintahan 
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yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, peningkatan kualitas 

pelayanan serta sekaligus peningkatan kinerja. Dalam penggunaannya pada BKAD 

aplikasi ini digunakan dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan kas 

daerah. Dengan adanya aplikasi Sirka yang terkelola dengan baik maka penyusunan 

dan perumusan perencanaan program-program pembangunan dan kebijakan daerah 

menjadi lebih mudah sehingga proses perencanaan daerah dapat berjalan dengan 

sinergis, efektif, efisien, dan tepat sasaran. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


